
BAB II  

TINJAUAN KONSEPTUAL 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan 

1. Definisi Perusahaan 

Menurut Pemerintah Belanda, pada saat mengumumkan 

Memorie van Toeliching (uraian) Rencana Undang-Undang 

Wetboek van Koophandel dimuka para parlemenn menyatakan, 

bahwasannya perusahaan ialah segala tindakan yang dilaksanakn 

terus menerus, dengan terang--terangan pada tempat tertentu, serta 

guna mendapatkan laba untuk pribadi. Makna yang diberitahukan 

oleh Pemerintah Belanda itu pada zaman inii sudah tidak tepat 

sebab ditemui perusahaan yang ada dii Indonesia tidak senantiasa 

terangterangan pada saat berusaha, bahkam sekedar mengenal 

nama perusahaan dipapan nama dengan tidak menerangkan apa 

saja bidang usaha yang ditekuninya. 

Menurut pemaparan Molengraaf, perusahaan ialah 

keseluruhan tindakan yang diselenggarakan secara berkala tanpa 

berhenti, bertindak keluar guna memperoleh pedapatan, dengan 

cara memperjualbelikan berbagai macam barang ataupun 

menyelenggarakan perjanjian perdagangan. 

Perkembangann definisi perusahaan mampu ditemui pada 

Pasal 1 Hurufb Undang-undang No.3 Tahun 1992 mengenai Wajib 

Daftarr Perusahaan yang kemudian menerangkan bahwasanya 



 

perusahaan ialah suatu bentuk usaha yang memiliki sifat tetap serta 

terusmenerus didirikan, bekerja sertaa berkedudukan dalaam 

wilayah Republiik Indonesia guna mencapai tujuan menghasilkan 

laba ataupun profit.  

Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan juga menyatakan perusahaan ialah suatu bentuk usaha 

yang melaksanakan aktivitas secara tetap serta terusmenerus 

dengan tujuan mendapatkan laba, baik diselenggarakan olleh 

perseorngan ataupun badan usaha, baik berbentukk badan hukuum 

ataupun bukan berbadan hukum, yang diciptakan serta 

berkeudukan diwilayah negara Republiik Indonesia.
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Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan 

bahwasanya sesuatu yang mampu disebut sebagai perusahaan 

apabila melengkapi beberapa aspek dibawah ini: 

1. Bentukk usaha, yang dioperasikan baik secara perseorangan 

ataupun badann usaha; 

2. Melaksanakan aktivitas secara tetap serta berkala; 

3. Tujuanya ialah guna mencari keuntungan (laba). 

2. Bentukk Perusahaann Bukann Badann Hukumm 

a. Perusahaan perseorangan ialah perusahaan yang dijalankan 

oleh seorang pengusaha. Didalam perusahaan perseorangan 

hanya satu orang yang menjadi pengusaha. Maka dari itu, 
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modal perusahaan itu hanya dipunyai satu orang pula. 

Apabila pada perusahaan tersebut terdapat banyak pekerja, 

mereka sebatas pembantu pengusaha didalam perusahaan 

sesuai perjanjian kerja ataupun pemberiann kuasa. 

Menurutt H.M.N Purwosutijipto, bentuk perusahaan 

perseorangn secara resmi tidak ditemukan. Di dalam dunia 

bisniis, masyarakat sudah mengenal serta menerima bentuk 

perusahaan perseorangan yang biasa dikenal perusahaan 

dagang (PD) ataupun usahaa dagang (UD). Miisalnya, PD 

Lautan Mass PD Jin Lung. 

Usahaa Dagang menurutt Irma Devita Purnamasari 

ialah badann usaha yang dioperasikan secara mandiri oleh 

setu orang serta tanpa membutuhkan rekan dalam bekerja. 

Kalaupun terdapat yang bisa membantu usaha tersebut, 

posisinya tidak sama dengan pemilik UD. Sehingga orang 

yang menolong itu tanpa mempunyai UD, namun hanya 

berlaku sebagai  karryawan ataupun bawahan UD. 

Usaha Dagang ialah suatu bentuk usaha paling 

sederhana serta umum diteui dalam praktekk bisnis. Usaha 

Dagang ini mempunyai oleh satuu orang sebagai 

pengusahnya, dengan modal pribadi maka dapat 

menjalankan operasional usaha guna memperoleh laba 

(keuntungan).  



 

Dalam operasional pada sebuah perusahaan baik 

perseorangan ataupun usaha dagang, mengikutsertakan 

banyak orang, baik sebagai pekerja (buruh dan pembantu) 

dalam perusahaan, sedangkan pemilik ataupun pengusaha 

perusahaan tetap tunggal (hanya ada satu orang). Pemilik 

bertanggungjawab, menanggung resiko dan menikmati 

keuntungan sendiri, namun berbanding terbalik banyak 

orag seperti pekerja/buruh ialah orang yang bekerja berada 

dibawah pimpinan pemilik serta mendapatkan upah 

perusahan. 

Mengingat belum diaturr dalam undang-undang., 

sehingga guna membangun UD tanp diwajibkan adanya 

bentuk tertentu. Dalam hal inii diberikan seluruhny kepada 

para pelaku bisnis guna menentukan sendiiri, apakah secara 

lisian, tertulis, dengan aktaa dibawah tangan, ataupun 

dengann aktaa  notaris.  

b. Persekutuan.  

1. Persekutuan Perdataa (Matcshap) Keberadaan 

Persekutuan Perdata sebagaii badan usahaa diatur 

didalam Pasal 1618--1652 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata dinyatakan 

Persekutuan Perdata ialah suatuu perjanjian 

denganmana 2 orang ataupun lebih mengaitkan diri 



 

guna menginput sesuatuu kedalam persekutuan 

dengan artian guna membagi profit ataupun 

pemanfaatan yang didapatkan karena hal tersebut. 

Dalam bentuk perusahaan Maatcshap iini 

terdapat beberapa orang yang menyelenggarakan 

perjanjian akann berusaha bersamasama guna 

memperoleh laba, seerta guna mencapai tujuan itu 

maka masing-masing dari mereka berjanji aakan 

menyerahkn uang ataupun berbagai macam barang 

ataupun menyediakan kekuatan kerja/kerajinanya. 

Menurut kepustakan maatcshap itu bersifat 2 muka, 

meliputi kegiatan komersial ataupun bisa pula guna 

kegitan non komersial, termasuk dalam hall ini 

untuk segala persekutuan menjalankkan profesi. 

Maatschap ini sebagai bentuk kerjasama 

dimana paliing sederhana, oleh karenanya tanpa 

penetapan sejumlah modal khusus yang wajib di 

setor, bahkani mampu diperbollehkan pula seorang 

bagiananggota guna memberikan bantuan berupa 

tenaga kerja. Selain hal tersebut, dilapangan 

pekerjaanya tidak dibatasi oleh sesuatu hal tetentu, 

maka bentukk inii sekiranya mampu dimanfaatkan 

juga guna megoperasikan perdaganggan. 



 

2. Persekutuan Firma (Fa) Keberadaan Badan Usaha 

Firma (Fa) ada didalam pasal 16 sampai pasal 35 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHDagang). Secara sederhana makna Firma 

dijabarkan didalam pasall 16 KUH dagang. Firma 

merupakan perkumpulan dari setiap persekutuan 

perdata dimana dibangun dengan tujuan guna 

mengoperasikan perusahaan memakai nama 

gabungan (bersama).  

Disebut persekutuan, sebab pengusaha 

ataupun para anggota yang berada didalam firma  

termasuk partner (sekutu) yang meliputi lebih dari 

satu orangg untuk bekerjasama melaksanakan 

aktivitas usaha. Firma (Fa) ialah bagian dari setiap 

persekutuan yang didiriikan guna menjalankann 

perusahaan di bawah naungan (satu nama) bersama 

serta bertanggung jawab keseluruhan (secara 

runtun). 

Dengan melihat dari ketentuan yang ada di 

dalam pasal 22 dan juga pasal 23 KUHD, tidak 

diwajibkan harus membentuk ataupun mendirikan 

Firma. Untuk membangun sebuah Firma dapat 

dibuat dengan kata notaris, dakta dibawahh tangan, 



 

daan bahkan secaraa lisan. Dalam peelaksanaannya, 

pembangunan Firma senantiasa dibuat dengann akta 

autentikk (akte notaris).  

Berdasarkan pasal 18 KUHDagang, setiap 

sekutu tersebut berkewajiban menangung segala 

tindakan hukum yang diakibatkan oleh sekutu yang 

lain baik secara tangung menanggung ataupun 

secara tanggung renteng. Tanggung renteng tersebut 

tidak dibatasi hanya pada jumlah kekayaan para 

sekutu yang disumbangkan kedalam Firma, 

termasuk juga harta perorangan yang terletak diluar 

persekutuan... 

3. Persekutuan Komanditer (Comanditer Vennoschap) 

Menurut ketentuan pasal 19 KUHDagang dimaknai 

bahwaa persekutuan komanditer (CV) ialah 

persekutuan guna mengoperasionalkan sebuah 

perusahaan yang dibangun oleh sekumpulan orang 

ataupun partner yang secara tanggungmenanggung 

bertanggungjawab atas segalanya untuk satu pihak, 

serta satuu orang atau llebih sekutu sabagai sarana 

pelepass uang bagi pihak lainya.  

Pada CV terdapat yang biasa disebut sekutu 

pelepas uang ataupun sekutu pasif (sekutu 



 

komanditer) serta sekutu aktif ataupun sekutu 

pengurus (sekutu komplementer). Pola pikir yang 

menjadi dasar dari pembentukansuatu komanditer 

(CV) ialah terdapatnya seorang ataupun lebih 

dengan memberikan kepercayaan uang ataupun 

barang lainya guna dipakai dalam suatu perusahaan 

untuk seseorang ataupun lebih yang menjalnkan 

perusahaanya atau pembiayan bersama. 

Orang yang memberikan kepercayaan penuh 

dengan menyerahkan uang ataupun barang yang 

dimiliki disebut “sekutu komanditer” sedangkan 

orang yang mendapatkan suatu kepercayaan guna 

mengatur pengurusan perusahaan biasa disebut 

dengan “sekutu komplementer”. Dalam hal iini 

wajib diketahui, baik sekutu komanditer maupun 

sekutu komplementter memiliki kewajiban yang 

sama guna menyetorkan sejumlah uang ataupun 

barang sebagaii pendapatan bagi persekutuan, 

disertai tanggungjawab bersama. 

Pengaturan masalah CV ini terletak pada 

pengaturan Firma, sebab apda dasarnya CV juga 

termasuk keedalam Firma dengan bentuk khusus, 

dimana kehususannya terletak pada beradanya 



 

sekutu komanditer yang tidak masuk dalam firma. 

Secara khusus CV diatur dalam pasal 19,20, serta21 

KUHD. Selain itu, ketentuan privat tersebut berlaku 

pula untuk ketentuan lebih luas yang terdapatdalam 

KUHPerdata. KUHD tidak ikut serta mengatur 

secara khusus bagaimna tata cara guna mendirikan 

CV. Sama halnya Firma, guna membangun CV bisa 

dilaksanakan dengan lisan melalui aktaa dibawah 

tangan, ataupun via aktaa notaris. Dalam 

realisasinya CV dibangun melalui akta notaris. Akta 

pendirian ataupun perjanjian pendirian CV itu 

kemudian didaftakan diKepaniteraan Pengadilan 

Negeri serta dipublikasikan dalam beritaa negara 

melaluii percetakan nnegara di Jakarta.
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3. Bentuk Perusahaan Berbadan Hukum 

a) Perseroan Terbatas (PT) 

Dalam aktivitas ekonomi ataupun hukum dagang 

yang sering dikenal terdapatnya sebuah PT yang disebut 

dalam singkatan Perseroan Terbatas, ialah salah satu bentuk 

perusahan disamping berbagai bentuk lainya mencakup 

Koperaasi, Firma, serta CV,. Asal usul bentuk PT dari 

bentuk perusahan Belanda NV (Naamzole Venootschap). 
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PT ialah badann hukum yang ada di Indonesia dimana 

didirikan sesuai peraturan Perundang-undagan berlaku, 

dengan melengkapi persyaratan tertentu yang telah 

diamandemenkan oleh Undang-Undang, dalam hal iini 

ialah Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 teentang 

Perseroan Terbatas. 

Menurut arguman dari H.Rochmat Soemitro 

mengungkapkan penjelasan mengenai Perseroan Terbatas 

(PT) ialah suatu persekutuan antaradua orang ataupun lebih 

guna memfokuskan ataupun memusatkan sesuatu (barang, 

uang dan juga tenaga) dengan arti mengupayakan hal itu 

serta membagi profit yang didapatkanya. Dalam ketentuan 

pada pasall 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, PT diartikan sebagai 

berrikut: Perseroan Terbatas, yang kemudian dikenal 

perseroan, ialah badann hukum yang mencakup 

persekutuan modal, didiikan berdasar pada perjanjian, 

menyelenggarakan aktivitas usaha dengan modal yang 

seluruhnya mengacu serta terbagi dalam sahami dan juga 

melengkapi persyarataan yang telah ditentukan didalam 

undang-undangan serta peraturan penyelenggaraannya. 

 

 



 

b) Koperasi.  

Usaha koperasi merupakan suatu badan hukum 

sebagamana juga diatur dalam Undang-Undang Koperasi 

No.25 tahun1992 tentang perkoperasian. Menurutt pasal 1 

angka 1 Koperasi didefinisikan berikut: 

1. Koperasi berbeda dengan jeniss ataupun bentuk 

perusahaan/usaha lainnya sebagaimana CV,Firma 

ataupun PT. 

2. Koperasi memiliki aspek tersendiri bila dibandigkan 

dengan jenis usaha lainnya.  Koperasi berarti 

bekerjasama. Terdapatnya kerjasama dimaknai guna 

mencapai tujuann kesejahteran bersama anggota. 

Menurut Butterworths berargumen, ide serta 

kepercayaan ialah instrument dari kekuataan sebagaimana 

didefinisikan Koperasi yang tercantum dalamm undang-

undang koperasi, ditemui sebagian koperasi dimana para 

anggotanya mencakup perorangann yang dikenal Koperasi 

Primer, serta Koperasi yang beranggotakan berbagai 

badan hukum koperasi yangg disebutt Koperasi sekunder 

(Pasal 1 angka 3 dann 4 Undang-Undang No25 tahun 

1992).
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c) Yayasan. 

Menurut Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 

tentang Yayasan, yayasan bermakna suatu badann hukum 

mencakup kekayaan yang ditujukan dan diperuntukkan 

guna menggapai tujuan tertentu pada bidang sosial, 

keagamaan, serta kemanusian, tanpa anggota. Yayasan 

ialah badan hukum yangg lahir sebab suatu tindakan 

hukum, yang tidak memiliki anggota sebab bertujuan guna 

menjalankan tujuan yang tersusun dalam statistik yayasan 

sesuai dana yang dibutuhkan. 

Yayasan tergolong dalam suatu badan yang 

menjalankan berbagai aktivitas bersifat sosial serta 

memiliki tujuan idiil. Yayasan wajib bertujuan sosial ddan 

kemanusian serta idialistis sebagaimana pasti dilarang 

sebab bertentangan dengann peraturan perundang-

undangan, ketertiiban umum, serta kesusilan. Dipandang 

dari segii kepentingan organisasi, adanyaa Yayasan hingga 

memberi manfaat yang cukup signifikan, diantaranya: 

1. Mendapat perlindungannhukummsesuaiuuundang-

undang.  

2. Mempunyai kejelasan aaturan organisasi yang 

tertuanggdalam Anggaran Dasar. 



 

3. Menambah rasa kepercayaan diri para aktivisya 

yyang berhubungan dengan pihak lain. 

4. Mempermudah bagi pihak lain yanggsaling 

berkaitan dengann organisasi tersebut. 

5. Memberikan rasa kepercayaan bagi berbagai pihak 

sebagai bentuk empati. 

6. Memungkinkan pengembngan usaha guna 

memcapai organisasii lebih luas. 

7. Apabila muncul konflik harus diselesaiikan secara 

hukum sesuaii aturan undang-undang serta peraturan 

goverment yang jelas. 

Pada awalnya berlaku UU Yayasan No. 16 Tahun 

2001, namun kemudian diganti dengan UU No. 28 Tahun 

2004, sehingga peran Yayasannsebagai badann hukum 

memanglah masih lemah sebab tundukk pada berbaagai 

aturan dimana bersumber dari kebiasaan ataupun 

yurisprudensi disebakan peraturan perundang--undangan 

Indonesia disaat itu tanpa mengatur terkait Yayasan.  

Fakta membuktikan bahwasanya pada masa tepat 

sebelum UU Yayasan baru berlaku, telah berkembang 

bermacam jenis Yayasan di Indonesia yang sudah 

menjelajahi serta memiliki peran dalam berbagaii aktivitas 

kehidupan bermasyarakat serta sesudah ditetapkan 



 

Undang-Undang Yayasannsehingga Yayasan mendapat 

status badann hukum yang jelas, ialah setelah aakta 

pembangunan Yayasann sesuaii ketentuan pada Pasal9 

ayat 2 UU No.16 tahun 2001 mendapat pengesahan darii 

Menteri, oleh karena itu bunyi ketentuan Pasal 11 ayat 1 

UU No.28 Tahun 2004.
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d) Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara) 

Selain berbagai bentuk perusahaan sebagaimana 

sudah diuraikan di aats, makaa terdapat bentukk usaha 

negara ataupun perusahaan negara yangg biasa disebut 

dengann Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan 

pasal 33 UUD 1945 ialah dasarr hukum yangg djadikan 

patokan pemikiran keterlibatan negaraa pada bidang 

ekonomi. Pola keikutsertaan itu dipakai pemerintah guna 

membentuk perusahaan negaraa ataupun dalammformat 

lanjutan diisebut Badan Usaha Milik Negara.  

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik 

Negara, yang dimaknai Badan Usaha Milik Negara ialah 

berikut ini : Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian 

disebut BUMN, merupakan suatuubadannusaha dimana 

semuaa atau sebagiannbesar modalnyaa dikuasai negara 
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melalui pengikutsertaan secara langsung yang bersumber 

dari kekayaan negaraa yanggdipisahkan.
5
 Apbila dilihat 

ketentuan pasal 1 angkaa2 dan aangka 4 Undang-Undang 

Nomorr19 tahun 2003 ada 2 bentuk perusahaan negara, 

yaitu BUMN yyang berbentuk perseroo serta  BUMNyyang 

berbentukk Perum. Keduaa bentuk BUMN itu bisa kiranya 

diberi uraian sebagaibberikut: 

1. Perseroo(PerusahaanPersero), yang kemudian 

dikenal Persero ialah BUMN berbetuk perseroan 

terbatas sehingga modalnya terbagi dalammsaham 

ataupun segala serta paling sedikit 51% darii 

sahamnya dipunyai oleh Negara Republik Indonesia 

dengann tujuan utamaya mengejar profit. 

2. Perum (Perusahaan Umum), yang kemudian dikenal 

Perum, ialah BUMN yang segala modalya dipunyai 

negara serta tidak dapat terbagi atass saham, yang 

bertujuann guna kemanfatan luas berupa pengadaan 

barang serta jasa bermutuu tinggi sekaligus 

menggapai laba sesuai aspek pengelolaam 

perusahaan. Perusahaan Negara ialah suatu subjek 

hukum tergolong dalam badan hukum 

(rechtsprsoon). 
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3. Unit Usaha Kecil Di Indonesia ada dua makna 

berbeda untuk Usaha Kecil Menengah, yakni 

UMKM (usaha kecillmenengah) dann UMKM 

(usaha mikro kecilmmenengah). Secara substansial 

dua penyebutan ini maknanya sama, perbedaan 

terletak padaa jumlah nominal harta yang dipunyai 

suatuu usaha sertaa bisnis. Penyebutan UMKM 

sendiri ditujukan guna mengorganisai Usaha Mikro, 

usaha Kecil, serta Usaha Menengah sesuai dengan 

kuantitass aset yang diaturr dalammUndang-Undang 

Nomor. 20 tahun 2008. Disamping UMKM dipakai 

sebagai guna mendefinisikan beberapa lembaga 

pilihan sepertii halnya Bank Indonesia, departement 

industri serta perniagaan, dann juga Badan Pusat 

Statistik.
6
  

B. Tinjauan Tentang Asuransi  

1. Definisi Asuransi 

Asuransi (Verzekerng ataupun Insurance) bermakna 

pertangungan. Prof. R.Sukardono Guruu Besar HukummDagang 

mengartikan asuransi bermula dari Verzekerar dengan 

penanggungg, ialah instansi yang bertanggungjawab atas resiko. 

Sedangkan Verzekerde memiliki makna dengan tertanggung, ialah 
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pihakk yang mengalihhkan resiko atas kekayaan ataupun jiwanya 

kepadaa tertanggung. Namun berbda hal dengan Prof Wirjono 

Prodjodikoro memakai istilah asurance merupakan kata serapan 

assurantie (Belanda), Penjamin guna penanggung serta terjamin 

untuk tertangung.
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Dalammsuatu asuransi ditemukan pihak yang mampu 

bertanggungjawab atas pihak lain yang mengalami kerugian 

diakibatkan darii suatu kejadian, sebagai feedback, pihak itu 

diharuskan membayar kerugiann bagi pihak yang mau menjamin. 

Pada umumnya asuransi bisa dimaknai sebagai persiapan dimana 

dibuat oleh sekelompok orang yang masingmasing mengalami 

sedikit kerugian sebagai sesuatu yang tak terduga. Tetapi 

kerugiiannitu dialami salah seorang darii mereka yang mennjadi 

anggota perkumpulan tersebut sehingga kerugian ituu menjadi 

mereka tanggungan bersama.
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Pasal 246 KUHD mengemukakan bahwasnya asurance 

ataupun pertanggungan ialah perjanjian, dimana penanggung 

mengikutsertakan diri terhadap tertangung dengan mendapatkan 

premi, guna memberikn kepadanyaa ganti rugi sebab hal terkait 

kehilangan, kerusakan, ataupun tanpa mendapakan laba yang 

ditargetkan sehingga kemungkinan bisa dialami sebab suatu 
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kejadian tanpa kepastian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

Pasal 1, menyimpulkan Asuransi ialah perjanjian antar kedua belah 

pihak meliputi perusahaann asuransi dan pemegangggpolis,yyang 

menjadi awal untukk penerimaan premi olehh perusahaan asuransi 

sebagai feedback guna: a.)Memberikan pengembalian kepada 

tertangung ataupun pemegang polis akibat kerugian yanggdiderita, 

kerusakan, biaya timbul, serta kehilangan laba, ataupun 

pertanggungjawaban hukum bagi pihak ketiga sebagaimana 

memungkinkan diderita pihak tertanggung (pemegang polis) akibat 

terjadinya peristiwa tanpa kepastian; b. Memberikan pembayaran 

yang berdasar sebab tertanggung meninggal ataupun pembayaran 

yang berdasar pada semasa hidup tertanggung dengann manfaat 

dimana besarnya sudah ditujukan pada hasill pemakaian dana.
9
 

2. Perjanjian Asuransi 

Pasal 246 KUHD serta Pasal 1 UU NO.40 Tahun 2014 

ialah pasal yangg mengandung makna oetentik darii asuransi, 

menguraikan bahwasanya asuransi ialah suatuu perjanjian. 

Berperan sebagaii suatu perjanjiaan sehingga mematuhi pada 

seluruh ketentuan yangg berlaku dalammBuku Ke-III KUHPyyang 

dimuali dengann pasall 1313. Pasal 1313 KUHPer mengemukakan 

suatu perjanjiain ialah bentuk tindakan dengann tertuju satu orang 

ataupun lebih mengkaitkan diriinya terhadap satu orang ataulebih. 

                                                             
9 Cahaya Permata, loc.cit. 



 

Hakekat asuransi di Indonesia tertuang dalam pasal246 

KUHD dann UU No.40 Tahun 2014 mengenai hal Perasuransian 

ialah suatu perjanjiann yangg menyebabkan perpindahan risiko dari 

tertangung kepada penanggung. Dalam perjanjian asuransce, 

seluruh pihak akan mengikutsertakan satu sama lain ataupun diri 

sendiri sebagai pihak penanggung serta trertanggung. Selanjutnya 

kedua belah pihakk saling mengikutsertakan diri sehingga antar 

kedua belahh pihak tercipta suatuu perikatan. Perikatan merupakan 

bentukk hubungann hukum antar dua pihak saling mengkaitkan diri 

melaluii perjanjian. 

Pada perjanjiian, kedua belahpihak berjanji satu sama lain 

guna menghasilkan sesuatu, berbuatu sesuatu ataupun tanpa 

berbuat sesuatu hal. Perjanjian sedemikian rupa disebut perjanjiian 

atas beban. Perjanjian ataupun persetujuan ialah suatu peristiwa, 

nyata dimana bisa dilihat dann didengar oleh kita, bahkan jikalau 

persjanjian itu fituangkan didalam suatuu naskah maka bisa jadi 

jaminan. 

Hukumm perjanjian menggunakan sitem terbuka, bermakna 

bahwasanya setiap pihak memiliki kebebasan seluasluasnya guna 

memilah isi perjanjiian yangg telah dibuat, dengan aturan isi 

perjanjian tidak melanggarr ketertibann khalayak, tata susila serta 

tidak menentang undang-undang. Selain menerapkan sistem 

terbuka, perjanjiann berasas konsensual, artiya perjanjianssudah 



 

diangap ada begituu tercapai kesepakatan antar kedua belahpihak. 

Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terkait 

segala aspek utama dari perjanjian itu, sehingga perjanjiian tersebut 

sah dimata hhukum. 

Penentuan bahwasanya asuransi ialah suatuu perjanjian 

yang dirancang sedemikian rupa oleh pihak penangung serta 

tertanggung diastur dalammpasal 246 KUHD, kemudian UU No.40 

Tahun 2014 mengenai Perasuransian menerangkan makna asuransi 

yang lebih rinci seperti “ Asuransi ialah perjanjian antaraa kedua 

belahpihak, yaitu perusahan asuransi dengann pemegang polis, 

yangg menjadi pedoman bagii pemasukan premi oleh perusahan 

sebagai imbalan guna memberikann pergantiaan tertuju pada pihak 

tertanggung (pemegang polis) diakibatkan kerusakan, kerugian, 

biaya yang timbul, kehilangan laba ataupun bentuk tanggungjawab 

hukumm untuk  pihak ketiga yang memungkinkan dialami 

tertangung ataupun pihak pemegangg polis sebab telah terjadin 

suatu kejadian tak terduga ataupun menanggung pembayaran yang 

ditujukan pada meninggalnya tertanggung ataupun pembayaran 

yang berdasar pada hidupnya tertanggung dengannbesarnya manfat 

yang sudah diatur serta didasarkan padaahasil pemakaian dana.” 
10

 

 

   

                                                             
10  Soesi Idayanti Dan Fajar Dian Aryani,Op.Cit.,Hlm. 15-17. 



 

3. Unsur-Unsurr Asuransi 

a. Pihak-pihakk 

Subjek asuransii meliputi pihak-pihakkdalam asuransi, 

seperti penanggung serta tertangung yangmmengadakan 

perjanjian asuranssi. 

b. Status pihak-pihakk 

Penanggung wajib berstatusssebagai perusahaannbadan 

hukum, berbentukk perseoran terbatass(PT), perusahan 

perseorangan ((Persero), ataupun koperasi bagi pihak 

tertanggung, bisa pula berstatussperseorangn, persekutuan, 

bisa juga badan hukum, baikk sebagaii perusahaan atau pun 

non perusahaan. Tertangung berstatusssebagaippemilik 

ataupun bagi pihakkyanggmemiliki kepentingan atas harta 

yanggdiasuransikan. 

c. Objek asuransi 

Objek asuransi mencakup benda,hak, ataupun kepentingan 

yangg melekat pada sejumlah uang dan yang dikenal 

dengannpremi/gantiikerugian. Melalui objek asuransi 

tersebutt maka terdapat target yang akan diwujudkan oleh 

beberapa pihak. Penanggung bertugas guna memeproleh 

pembayarannberasal dariisejumlah premi dimanaaimbalan 

pengalihannresiko. Tertanggung diharapkan bebas dari 



 

resiko serta memproleh pengantian apabila mengalami 

kerugian atas harta miliknnya. 

d. Peristiwa asuransi 

Peristiwa asuransi ialah tindaikan hukum (legalaact) berupa 

persetujuan/kesepakatan bebas antara pihak penanggung 

serta tertanggung terkait objek asuransi, kejadian tanpa pasti 

(evenemenn) yang menyudutkan bendaaasuransi, serta 

segala syarat yangg berlaku didalammasuransi. Pertujuan 

ataupun kesepaktan bebas itu dibuatt dalammbentuk tertulis 

(akta) ataupun dikenal polis. Polis ini ialah satu-satunya 

aalat bukti yang diapakai guna membuktikannhal yangg 

sudah terjad. 

e. Hubungan asuransi 

Hubungan asuransi antara penanggung dengan tetanggung 

ialah keterikaitan (legallyybound) yang muncul akibat 

persetjuan ataupun kesepakatannbebas. Keterikatan itu 

berupa kesediaaan secaraasukareladdari penanggungddan 

tertanggunggguna patuh akan kewajiban serta hakk individu 

terhadappsatu sama lain (feedbacck). Artinuya semenjak 

tergapai kesepakatan asuransi tertangung terikatt serta 

berkewajiban membayarkan premii asuransi kkepada 

penanggung, serta sejak  saat itu juga penanggung 

mendapatkan pengalihannatas risiko. Apabilatterjadi 



 

evenmen yang mengakibatkan kerugiannatasbbenda 

asuransi, sehingga penanggung harus mengganti kerugian 

sesuaii dengann ketentuan polissasuransi. Namun, jika tak 

terjadiieevenemen, premi yangg telah dibayarkan oleh pihak 

tertaggung menjadii hakkmilik penanggung. Bagian aspek 

utama pada kejadian asuransi yang ada didalam rumusan 

Pasall246 KUHD ialah gantikkerugian. Aspek itu hanya 

tertuju kepada asuransi kerugian (losssinsurance) yang 

obyeknya ialah hartakkekayaan. Asuransi Jiwa (life 

insurance) tidakk tergolong kedalam rumusan Pasall246 

KUHD, sebab jiwammanusia bukalah sekesar harta 

kekayaan. Maka sebab itu, bisa ditarik kesimpulan bbahwa 

ketentuan Pasal 246nKUHD sekedar mencakup bidang 

asuransii kerugian, tanpa tergolong dalammasuransi 

jiwa.Unsur-unsur yang semestinya ada padaa asuransi 

kerugian ialah berikut ini; 

a. Penanggung danntertanggung 

b. kesepakatan bebas antara pihak penanggung 

dengann tertanggung 

c. Benda asuransiddan kepentingan-tertanggung 

d. Target yang inginddicapai 

e. Resiko serta premi 

f. Evenemen dang anti kerugian 



 

g. Aspek-aspek yangg berlaku 

h. Bentuk aktaapolis asuransi
11

 

4. Dasar Hukum Asuransi 

Dalam KUHD terdapat 2 cara dalam mngatur suransi, ialah 

pengaturan dimana bersifat umum serta bersifat khusus. 

Pengaturan yanggbersifat umummterdapat pada Buku I Bab 9 

Pasal 246 - Pasal 286 KUHD yanggberlaku bagi segala jenis 

asuransi, baik yang telah diatur dalammKUHD ataupun yangg 

diatur diluar KUHD, terkecuali apabila secara khususs ditentukan 

lain. Pengaturannyang bersifat khusussterdapat pada BukuuI Bab 

10 Pasal 287 - Pasal 308 KUHD,Buku II Bab 9 serta Bab 10 Pasal 

592-Pasal 695 KUHD dengan perincian berikut ini; 

a) Asuransi kebakarannPasal 287-Pasal 298 KUHD 

b) Asuransi hasil pertaniann Pasal 299--Pasal 301 KUHD 

c) Asuransi jiwaaPasal 302-Pasal 308 KUHD 

d) Asuransi pengankutan laut serta perbudakan Pasall592 

Pasall685 KUHD 

e) Asuransi pengangkutann darat, sungai serta perairan 

pedalamann Pasal 686-Pasal 695 KUHD.
12

 

Dasar hukum mengenai asuransi juga diaturr dalam 

Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2014 tentang Perasuansian. 

Asuransi ialah perjanjian antar dua belah pihak, yaitu” perusahaan 
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 Dwi Tatak Subagiyodan Fries Melia Salviana, hukum Asuransi,Surabaya: pt.Revka petra 

media,2016,hlm. 8-10. 
12 Ibid, hlm.6-16. 



 

asuransi serta pemegang polis, yang menjadi ddasar bagi 

penerimaaan premi oleh perusahaan sebagai imbalan guna 

memberiikan pergantian kepadaatertanggung ataupun pemegang 

polis akibat kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang 

disebabkan biaya timbul  ataupun tanggungjawab hukummkepada 

pihak ketiga kemungkinan dialami pihak tertangung ataupun 

pemeganggpolis sebab terjadi suatu kejadian yang tak pasti 

ataupun memberikan pembayarann berdasarkan atas meninggalnya 

tertanggung/pembayaran yang berpedoman pada hidupnya 

tertanggung dengan besar manfaat sebagaimana 

diterapkan/ditujukan padaahasil pengelolaanddana.”  

5. Asas – Asas Asuransi 

a. Asas Indemnitas (AsassGantii Rugi) 

Asas Indemnitas ialah suatu azas utama didalam 

perjanjian asuransi akibat darii asas yangg merancang 

mekanisme kerjaa serta memberi arah dan juga tujuan ddari 

kesepakatan asuransii itu sendiri. Perjanjian asuransi 

memiliki target utama serta spesifik guna memberikan 

suatu ganti tugi atas kerugian kepadaa pihak tertaggung 

oleh pihakkpenanggung. 

Menurut asas ini ganti rugi ditujukan bagi 

penanggung sebab sejumlah harta atau nilau pertanggungan 

yang disediakan. Sehingga jika pihak tetanggung 



 

mengalami kerugiann maka ia sebatas mendapat pergantian 

darii pihak penanggungg setingi-tingginya sesuai kerugian 

yang dideritannya serta ini dilarang melebihi taraf darii 

nilai pertanggungannsesungguhnya. Pergantian aatas 

terjadinyaakerugian darippenanggung diharapkan 

sebanding dengann kerugian yangg terjadi sesungguhnya. 

b. Asas Kepentingannyang bisa diasuransikann 

Menurutt asas ini terdapatnya perjanjian asuransi 

atas kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan 

mampu ditutup, artinya bahwasanya pihakk tertanggung 

memiliki keterkaitan sedemikiannrupa dengan penyebab 

dari suatuu peristiwa yang belum ada kepastian terjadnya 

serta yang berkesinambungan menjadi menderitaakerugian. 

Pasall 250 KUHD menyatakan “jika seseorang sudah 

melaksanakan atas suatuu pertanggunngan guna individu 

ataupun seserang sudah dilaksanakan pertanggungann 

tersebut tanpa memiliki kepentingan terhadapp barang yang 

kelak dipertanggungkan, sehingga sipenanggung ttidak 

dibebankan memberikan gantii rugi.” 

Terkait dengann kepentinganppembentuk undang-

undang tanpa menunjukan rumusan oetentik namun sekedar 

menginformasikan terkait syarat guna kepentingan yang 

mampu diasuransikan sesuai aturan dalam pasal 268 



 

KUHD, ialah : “Suatuu pertanggungan bisa meliputi 

kepentingan yang mampu dinilai dengannmateri, sehingga 

diancam ooleh suatu bbahaya serta tanpa terkecualikan oleh 

undnag-undang.” Kepentingan yang bisa diajukan 

aasuransi/kepentingan financial pada asuransii jiwa bisa 

muncul akibat hubunggan darah, hubugan perkawinan, 

serta hubungannbisnis. 

c. Asas Itikad Baik atau Asas Kejujuran yang Sempurna 

Dalammperjanjian asuransi, unsure hubungan 

kepercayaan antar pihak itu sangatlah penting. Dasar dari 

saling percaya tersebut ialah niat baik. Asas niat baik wajib 

diselenggarakan pada setiap perjanjian, ketentuannPasal 

1338 (3) KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian itu wajib 

diselenggarakan dengan niat(itikad) baik.” Itikad baik bisa 

dibeedakan kedalam 2 macam: 

1. Itikad baik ketika akan menyelenggarakan 

hubungan hukum ataupun perjanjian. Niat baik ini 

ialah perkiraan dalam harii benak semua pihak, 

bahwasanya syaratsyarat yang dibutuhkan guna 

mengadakann hubungan hukum secaraasah sesuai 

hukum telah terpenuhii seluruhnya. 

2. Itikad baik ketika melakukan hak serta kewajiban 

yang muncul darii hubungannhukum. 



 

Dalam peraturan KUHD, banyakk pasal yyang 

disimpulan mencakup unsure niat baik. Pasal yanggcukup 

penting sebagaissalah satu penjelasan dari assas niat baik 

ialah pasall 251 KUHD. “Setiap uraian yang keliru 

ataupun tidak benar, atau pun setiap tanpa 

menginformasikan berbagai aspek yangg diketahui oleh 

tertangung, betapapun itiikad baikppadanya, hal 

sedemikian rupa sifatnya maka seandaiinya dipenanggung 

sudah mengerti keadan yang sesungguhnya, perjanjian 

tersebutu tidakk ditutup dengan berbaagai persyaratan 

serentak, maka menyebabkan gagalnyappertanggungan.” 

d. Asas Subograsii bagi Penanggunggg 

Menurut asas ini, asuransi diacam gagal jika 

dilakukan asuransi yang ke-dua atas suatuu kepentingan 

yang sudah didaftarkan asuransi dengan nilaii penuh. Hal 

ini mempunyai tujuan guna tehindar terdapatnya asuransi 

berganda atass benda yangi sama dengan kepentigan yang 

samapula serta guna waktu serentak maka mncegah adanya 

pengantian kerugiann yang melewati nilaii kerugian yang 

dibebankan oleh ttertanggung. Subrogasi pada asuransi 

ialah subrograsi berasas undnag-undang. Oleh sebab itu, 

asas subrograsi sebatas mampu ditegakan jika melengkapi 

duaasyarat dibawah iini: 



 

1. Jika tertangung tersebut memiliki hak atas 

penanggung masihh mempunyaii hakhak terhadap 

pihak ke-tiga. 

2. Hak itu muncul, sebab trerjadinya suatu kkerugian. 

Untuk mengurangi penyimpangan itu, pasall 284 

KUHD menyatakan: “ Seorang penanggung jika sudah 

melunasi kerugian atass sesutu barang yang sudah 

dipertanggunkan, menggantikann sitertanggung dalam 

seluruh hak yangg diperrolehnya terhadap semua pihak 

ketiga berkaitan dengan penerbitann kerugian itu serta si- 

tertanggung itu ialah bertanggungjawab guna setiap 

perbuatann yang dapayt merugikann hak sih penanggung 

terhadap seluruh orang k-etiga tersebut.”
13

 

C. Tinjauan Tentang Re  Asuransi 

1. Definisi Re Asuransi 

 Menurut Molenggraaff Re Asuransi (pertanggungannulang) 

ialah persetujuan yang dilaukan pihak penanggung degan 

penanggung laiinnya yang dikenal “penanggung ulang 

(reasuraduur), dalam persetujuan atasnama pihak ke-dua dengan 

mendapatkan premi yang disetuji terlebih dahulu serta bersedia 

menyerahkan pemggantian tertuju pihak kesatu, terkait 

pernggantiann kerugian bagi pihak pertama diwajibkan membayar 
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kembali kepadaa tertangung akiibat dari suatu pertanggungan yang 

ditentukan antara pihakkpertama serta tertanggung.” 

Re Asuransi diaturr dalam Pasall 271 KUHD. Pasal iini 

menegaskan bahwasanya penanggung tersebut tanpa batas waktu 

berhak mengasurnsikan kembali apa yangg sudah ditanggungnya. 

Yangg mengasuransikan ialah penanggung sendiri, sedagkan yang 

menjadi kepentingann yaitu tanggungjawab penanggungddalam 

asuransi awal. Pada reaasuransi (asuransiuulang) tanpa ada 

asuransi guna kedua kaloi ataupun asuransi ganda. Dalam 

reasuransi, pihak penanggung bisa mendaftarkan asurans guna 

kepentingannya (tanggung jawabnya) itu guna sebagian ataupun 

segalanya. Dengan menetukan reasuransi tersebut posisi 

penanggung semakin kuat sebab terdapat pihak lain, meliputi 

penanggungg ulang (reiinsurer) yang mensuport penanggung 

bahwasanya kerugiann tertanggung pastinya bisa dibayarkan 

apabila terjadi evenemen yang menyebakan kerugian. Umumnya 

jumlah asuransii yang disokong oleh reasuransi pasti dalam jumlah 

besar maka apabila ditutup oleh penanggung sendirii ditrasakan 

berat. Dengan adanya reasuransi bebann penanggung sebagian 

ataupun semuanya dipindahkan kepadaa penanggung ulang. 

Sehingga keududukan penanggung ialah sebagaii penyebaran 

beban atas risiko kepada pihak penanggungg ulang.
14
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2. Aspek-Aspek Perjanjian Asuransi 

a. Dari Aspek Teknis 

Dilihat dari sudut teknis, penanggungan ulang ataupun 

reasuransi yaitu“cara ataupun alat (sarana)” guna 

mengurangi ataupun memperkecill beban risiko yyang 

didapatkannya dengann mengalihkan segala ataupun 

sebagian risikoo tersebut kepadaa pihak penanggungg lain. 

Maka dari itu, pertanggungannulang memiliki peranan 

sangatlah signifikan pada bidang industrii asuransi. 

b. Dari Aspek Hukum 

Ditinjau aspek hukum, reasuransi ataupun pertanggungan 

ulang ialah suatu perjanjiian antara satuupenangggung 

dengann satu ataupun lebih penanggung ulang (reasurdur). 

Penanggunggharus memberi serta penanggung ulang 

sepakatt berkewajiban memperoleh semua ataupun sebagian 

risikooyang diberikann kepadanya. 

c. Dari Aspek Keuangan 

Gejala ekonomi makna serta target penanggung membuat 

perjanjian reeasuransi dengann mengaliihkan segala 

ataupun sebagian risikoo yang didapatkannya sebab 

perjanjian asuransi untuk penanggung lain ialah guna 

merubah suatuu ketidapastian guna menjadikan lebihhpasti 

demi keterkaitan usahanya didalam menghadapiiseluruh 



 

berkemungkinan ataupun peluang kewajiban membayarkan 

ganti rugi atauu santuan yang dominan bisa memunculkan 

hasil underwraiting negatif dan memperngaruhi keadaan 

financial perusahaan. 

3. Prinsip Perjanjian Re Asuransi 

Kerjsa sama reasuransii didasarkan padaa 6 aspek yaitu: 

a. Prinsip Itikad Baik 

Pada semua perjanjian wajib diselenggarakan sesuai prinsip 

niat (itikad) baik. Penanggunggpertama (wedinggcompany) 

serta penanggungg ulang (reiinsurer) harus melaksanakan 

sesuatuhal yang tidakkmelanggar  undangundang. 

b. Prinsip Kepentingann yang bisa diasuransikann 

Kepentingan pihak penanggung pertama yang muncul ialah 

pedoman sangatlah mendasarr bagi terbentuknya 

keterkaitan antar weding companyyserta penanggung ulang. 

c. Prinsip Ganti Rugi 

Pengembalian yang bisa dilakukan olehaparaa penanggung 

ulang dibatasi sesuai kerugiann sesungguhnya dimana 

dibayarkan olehh pihak pertama ketertanggung sebenarnya 

sesuaii ketentuan poliss yangg berlaku sah menurutt hukum. 

d. Prinsip Subrograsi 

Prinsip ini apabila pihak penanggunggsudah melaksanakan 

pembayarann ganti kerugian secara sah bagi tertanggung 



 

wajib melimpahkan kedudkan demi pihakktertanggung 

guna mendapatkan pemulihan ataupun menuntutt ganti rugi 

kepihak ketiga yangg berpedoman spada hukum wajib 

mempertanggungnya. 

e. Prinsip Kontribusi atau Saling Tanggung-Menanggung 

Kontribusi digunakan sebagai bahan acuan menetukan 

pembagian risiko kepada seluruh pihak bbersangkutan, 

mencakup pembagian bebann klaim yang wajib dibayarkan 

seksama sesuaii saham ataupun penyertaananya. 

f. Prinsip Follow the Fortuner off the Ceding Company 

Prinsip ini merupakann suatu prisip dimanaa penanggung 

ulang harus mematuhi atas keuntungan penanggung awal 

pemberii sesiaatau dengan sebutan lain mengikutii segala 

situasinya (suka duka) pihakkpenanggung pertama ataupun 

para penyedia sesi. 

 


